KEPALA DESA KARANG MULYA
KECAMATAN MUARA SUNGKAI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

PERATURAN DESA KARANG MULYA
NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANG MULYA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANG MULYA
Bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak
sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya
perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu

dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2024;

Menimbang : a.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)
Tahun Anggaran 2024,
Mengingat 2 UL

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 T ahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 20 18 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21
Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan
Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan
Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
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Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang
Petunjuk Oprasional atas Fokus Pengunaan Dana Desa Tahun
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
963);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 1051);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan
Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan
Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 8);

Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Lampung Utara Tahun 2018 Nomor : 6);

Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 32 Tahun 2019
tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting di
Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung
Utara Tahun 2019 Nomor : 32);

Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 42 Tahun 2019
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lampung
Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019
Nomor : 42);

Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 28 Tahun 2020
tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita
Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor : 28);
Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 73 Tahun 2023
Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan
Penetapan Rincian Dana bagian dari Hasil Pajak Derah dan
Retribusi Daerah Se-kabupaten Lampung Utara Tahun
Anggaran 2024,

Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2023 Tentang
Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Operasional dan
Insentif Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Kepala Urusan
Keuangan dan Opeartor Desa, Badan Permusyawaratan Desa
dan Lembaga Kemasyarakatan Desa serta Kelompok Masyarakat
Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024;
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26 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor ..... Tahun 2023
Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan
Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Se-kabupaten Lampung
Utara Tahun Anggaran 2024;

27 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor ..... Tahun 2023
tentang Rincian Kurang Salur Alokasi Dana Desa Tahun 2023
Se-Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2024;

28 Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/369/11-
LU/HK/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Pengangkatan
Kepala Desa Karang Mulya Kecamatan Muara Sungkai
Kabupaten Lampung Utara;

29 Peraturan Desa Karang Mulya Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJM-Desa) Desa Karang Mulya Tahun 2023-2031;

30 Peraturan Desa Karang Mulya Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa Karang Mulya Kecamatan Muara Sungkai
Kabupaten Lampung Utara;

31 Peraturan Desa Karang Mulya Nomor 5 Tahun 2023 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Karang Mulya
Tahun 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANG MULYA
Dan
KEPALA DESA KARANG MULYA

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANG MULYA TAHUN
ANGGARAN 2024,

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karang Mulya Tahun Anggaran 2024
bertambah /berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. semula Rp 1.385.933.169
b. bertambah/(Berkurang) Rp =
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp 1.385.933.169
2. Belanja Desa
a. semula Rp 1.392.107.049
b. bertambah/(Berkurang) Rp -
Jumlah belanja setelah perubahan Rp 1.392.107.049
Surplus/ (Defisit) setelah perubahan Rp (6.173.880,00)

3. Pembiayaan Desa
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3.1. Penerimaan Pembiayaan

b. Bertambah/(Berkurang) Rp B
Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp 6.173.880
3.2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Semula Rp -
b. Bertambah/(Berkurang) Rp -
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp -
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 -3.2) Rp 6.173.880
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah Rp =
perubahan
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB-
Desa.

Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam
Lembaran Desa Karang Mulya.

Ditetapkan di : Karang Mulya
ey 25 September 2024
L DESA KARANG MULYA

o
o kS

Diundangkan di : Desa Karang Mulya
Pada Tanggal :25 September 2024
Sekretaris Desa

AEPUDIN
LEMBARAN DESA KARANG MULYA TAHUN 2024 NOMOR 02
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